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PUTUSAN

Nomor : 6062/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut, dalam perkara “Cerai Talak” antara pihak-
pihak :
PEMOHON , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI, tempat

tinggal di, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai
"PEMOHON";

Lawan
TERMOHON , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat tinggal diKabupaten Malang. Selanjutnya disebut
sebagai "TERMOHON";--------------

e Pengadilan Agama

tersebut;
e Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang
bersangkutan;--------------
e Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta para saksi di
persidangan;----
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05
Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten
Malang Nomor : 6062/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg. mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :

1. Pada tanggal 08 Oktober 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 480/18/
X/1996 tanggal 28 Oktober 1996);
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2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di
rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Kedoya Jakarta Barat selama 6
bulan lalu berpindah-pindah sesuai dengan tempat tugas Pemohon selama 11
tahun 7 bulan dan terakhir tinggal di Kediri selama 3 tahun 7 bulan. Selama
pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang
anak, bernama : ANAK 1, umur 14 tahun dan ANAK 2, umur 13

tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terus-
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup

rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara

lain :
a. Termohon mempunyai watak keras kepala, cenderung tidak mau mendengar
pendapat Pemohon dalam hal membangun keharmonisan rumah tangga;------

b. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dengan Pemohon, bahkan

pernah tidak pulang selama 3 hari;
c. Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain bernama Raihul Amir dan
bahkan pernah tertangkap oleh Denpom V/3 di Perumahan Tasikmadu A7

Lowokwaru Malang dan bahkan mengakui sudah sempat berhubungan

layaknya suami isteri (Zina);
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Termohon sering

membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan

Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada akhir bulan
Agustus 2012, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama kurang
lebih 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak

memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun

batin;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;-------
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada

Termohon;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon
dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap
persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon
dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pemohon selaku anggota TNI AD telah mendapatkan
surat izin cerai Nomor : SIC/08/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan
dan ditandatangani oleh Komandan Pomdam V/Brawijaya Malang;---------------------

Menimbang, bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui
mediasi juga telah ditempuh melalui Mediator Drs. MASYKUR ROSIH (Hakim
Pengadilan Agama Kabupaten Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;---------------

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di
depan persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya

tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon
memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 06
Desember 2012 yang pada pokoknya adalah Termohon mengakui dalil permohonan
Pemohon dan Termohon juga tidak keberatan akan permohonan cerai tersebut
karena Termohon menyadari rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat

sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah
atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 480/18/X/1996 tanggal 28 Oktober
1996 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan
cocok sesuai dengan aslinya (bukti

P.1);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga

menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing

sebagai berikut :
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Saksi I, umur 40 tahun, agama Kristen, pekerjaan TNI-AD, bertempat kediaman di

Kota Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai

berikut :-------

¢ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman
kerja

Pemohon;

e Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang
menikah pada tanggal 28 Oktober 1996, saat itu saksi ikut menghadiri
pernikahan

tersebut;

e Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal
dirumah kontrakan secara pindah-pindah sesuai dengan tugas Pemohon selama
kurang lebih orangtua Pemohon selama lebih kurang 15 tahun 6 bulan, dan
selama itu keduanya sudah dikaruniai 2 orang

anak;

e Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, namun sejak Juli 2012 sampai sekarang sering berselisih dan
bertengkar yang disebabkan karena Termohon yang mempunyai hubungan
dengan laki-laki lain dan bahkan sempat tertangkap oleh Denpom V/3 saat
Termohon  dan  laki-laki  tersebut  berduaan  dirumah  laki-laki
tersebut;---------------

¢ Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada akhir
bulan Nopember 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke
rumah orang tua Termohon sendiri, akibatnya sampai saat ini keduanya sudah
pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan berturut-
turut;---

e Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon
dan Termohon sudah tidak pernah saling

menghiraukan;
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e Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon
sudah berulangkali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh

keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak

berhasil;
¢ Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena
Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan

Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon

menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Saksi II umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, bertempat kediaman di

Kota Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai

¢ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman

kerja

Pemohon;

e Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang

menikah pada tanggal 28 Oktober 1996, saat itu saksi ikut menghadiri

pernikahan

tersebut;
e Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal
dirumah kontrakan secara pindah-pindah sesuai dengan tugas Pemohon selama
kurang lebih orangtua Pemohon selama lebih kurang 15 tahun 6 bulan, dan
selama itu keduanya sudah dikaruniai 2 orang

anak;

e Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, namun sejak Juli 2012 sampai sekarang sering berselisih dan
bertengkar yang disebabkan karena Termohon yang mempunyai hubungan
dengan laki-laki lain dan bahkan sempat tertangkap oleh Denpom V/3 saat
Termohon  dan  laki-laki  tersebut  berduaan  dirumah  laki-laki

tersebut;---------------
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e Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada akhir
bulan Nopember 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke
rumah orang tua Termohon sendiri, akibatnya sampai saat ini keduanya sudah
pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan berturut-
turut;---

e Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon

dan Termohon sudah tidak pernah saling

menghiraukan;
e Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon
sudah berulangkali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh
keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak

berhasil;

e Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena

Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan

Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon

menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada
Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya namun Termohon menyatakan

mencukupkan dengan bukti-bukti Pemohon dan tidak akan mengajukan bukti

apapun didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara
lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula begitu pula Termohon
juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam

jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk
segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada

pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;
Menimbang, bahwa mengenai status dan kedudukan Pemohon sebagai

anggota TNI, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Pemohon yang
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mengajukan percerainnya ke Pengadilan Agama telah terlebih dahulu
mengajukannya kepada Pejabat atasan Pemohon dan telah mendapatkan surat izin
cerai Nomor : SIC/08/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, oleh karenanya sudah tidak
perlu untuk diperpanjang lagi, dan pemeriksaan atas gugatan Penggugat dapat
dilanjutkan. Hal ini sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta asas
audi et alteram partem, ex. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
jo. Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan
dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam
rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi
ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Hakim Mediator Drs. MASYKUR
ROSIH (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), namun tetap tidak berhasil,
oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah

Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah

sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya

diatas;
Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon
mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam

duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon
tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:-
e Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ?;---------------
e Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?;------------------

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui
dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu fentang adanya perselisihan dan
pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta
merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi
ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana

perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (personen
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recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht) oleh
karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam
perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya
kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote
langen) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil
permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan
saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;--------------

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon,
Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut
merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang

saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari
Pemohon dan Termohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang
dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan
pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut
diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti
mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 170, 171, 172 HIR ;-------------

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, dan alat-alat
bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-
hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil

yang tetap, yaitu :

1. Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan
Agama Kabupaten Malang terbukti keterangan Pemohon serta keterangan saksi-

saksi;

2. Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut
Hukum Islam pada tanggal 08 Oktober 1996, karenanya Pemohon dan
Termohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (legal standing)

dalam perkara ini;
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3. Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;-
4. Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus
berselisih dan bertengkar yang dan puncaknya antara keduanya sudah telah pisah
tempat tinggal selama 1 bulan serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam rumah tangga, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling

memperdulikan;
5. Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak
tersebut telah beralasan dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991,
yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian
bukanlah “matri monial guilt* tetapi “broken marriage” atau “az-zawwaj al-
maksuroh” (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan
pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah

menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta
sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan
dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat,
kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat
menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni “antara suami
dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat

permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkkan hukum;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam
keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat
dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta
mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir
bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu
faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah
tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut
Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah
kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;---------------

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai
dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut
dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali,
sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan
kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau
rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam
Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak
dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya
perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah
diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa

menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu

mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Bagarah ayat

227 yang berbunyi sebagai

berikut :

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka
sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha
mengetahui” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka

Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon
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tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud
dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan
maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal
131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut

dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara
a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut
dan akan dinyatakan dalam dictum amar putusan ini;-------------

Menimbang, bahwa perkara ini adalah “cerai talak” termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara

ini.
MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama

Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang
untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan
Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan

guna dicatat dalam register yang telah disediakan  untuk

itu;
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4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp. 249.000,- (dua
ratus empat puluh sembilan ribu

rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari KAMIS tanggal 06 DESEMBER 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal
22 MUHARRAM 1434 Hijriyah oleh kami Drs. SUHAILI, S.H., M.H., sebagai
Ketua Majelis, Drs. H. MASHUDI, M.H. dan M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag.,
M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan

dibantu oleh FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh Pemohon dan
Termohon.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Drs. H. MASHUDI, S.H., M.H. Drs. SUHAILI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H. Panitera Pengganti,

FUAD HAMID ALDJUFRL S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :
1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000.-

2. Biaya Proses : Rp. 205.000,-
3. Materai :Rp.  6.000,-
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Jumlah : Rp. 249.000,-

( dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah )
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